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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TBNTANC 

PENJABARAN PERUBARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO 

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1 .  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan 
Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun -2015 .Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 59); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272) 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
melalui Pennendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 
13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 
21 Tahun 2011  tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006; 

21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
melalui Pennendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 
13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 
21  Tahun 2011  tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 450) 

2�. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah ; 

z 



MEMUTUSKAN : 

Menetapklll: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENJABARAN PERUBABAN Al'fGGARAN 

PENDAPATAl'f DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Belanja semula 
berjumlah Rp. 978.376.693.200 bertambah sejumlah Rp 22. 731.040.385 dengan rincian 
sebagai berikut : 

1 .  Pendapatan 

* Semula Rp. 978,376,693,200 

* Bertambah / (Berkurang) Rp. 22,731,040,385 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1,001, 107, 733 ,585 

2. Belanja 

* Semula Rp. 995,435,318,200 

* Bertambah / (Berkurang] Rp. 24,945,617,265 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1,020,380,935,465 

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (19,273,201,880) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 20,000,000,000 

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2 ,836,223,880 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 22,836,223,880 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah / (Berkurang) 

Rp. 

Rp. 

2,941,375,000 

621,647,000 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

3,563,022,000 

19 ,273,201,880 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 

Pasa1 2  

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran Peraturan ini. 

Pasa1 3  

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 
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Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palopo 
ini dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di : Palopo 

pada tanggal : 23 Oktober 2018 

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

Diundangkan : Palopo 

Pada T al : 23 Oktober 2018 

Pj.SE 

� 

J UDDIN 

SERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 45 TAHUN 2018 
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